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BAB III 

PENUTUP 

A. Jawaban Permasalahan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang 

fundamental dan memerlukan regulasi serta pengawasan yang kuat untuk 

mencegah penyalahgunaan, khususnya dalam konteks layanan keuangan digital 

seperti pinjaman online. Hukum perlindungan data pribadi di Indonesia telah 

mendapatkan pengakuan normatif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya, yang memberikan landasan 

hukum bagi upaya pelindungan hak individu atas data pribadinya. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai lembaga independen yang mengawasi 

sektor jasa keuangan, memiliki peran strategis dalam mengatur, mengawasi, 

dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi 

oleh penyelenggara layanan pinjaman online. OJK juga bertanggung jawab 

dalam memberikan perlindungan konsumen melalui pendekatan preventif dan 

kuratif. Namun, maraknya praktik pinjaman online ilegal dan rendahnya literasi 

digital masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam upaya perlindungan 

data pribadi secara menyeluruh. 
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B. Tindak Lanjut Kesimpulan 

1. Peningkatan Literasi Digital dan Keuangan 

Pemerintah dan OJK perlu secara konsisten melakukan edukasi publik 

melalui berbagai saluran komunikasi untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi, serta cara 

mengenali dan menghindari pinjaman online ilegal. 

2. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum 

Diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data 

Pribadi dan peraturan OJK melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap 

penyelenggara pinjaman online. Penegakan sanksi administratif maupun 

pidana perlu dilakukan secara tegas dan transparan. 

3. Kolaborasi Lintas Bidang 

Upaya perlindungan data pribadi perlu melibatkan kerja sama antara OJK, 

Kominfo, Kepolisian, serta platform digital untuk secara cepat menindak 

pelanggaran dan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi ilegal serta 

nomor-nomor penagih yang melanggar hukum. 

4. Pengembangan Infrastruktur Pengaduan Konsumen 

OJK sebaiknya memperkuat sistem pengaduan konsumen yang responsif 

dan mudah diakses oleh masyarakat agar korban penyalahgunaan data 

pribadi dapat memperoleh penyelesaian yang adil dan cepat. 
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